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PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Ji. Batuah No. 7 Martapura Te1p. $5ll) 4721116 Fax. (0511) 4721116

website : disdukcapil.banjarkab.go.id email :disdukcapil@banjarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 80011 94/DlSDUKCAPlLl2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PE NCATATAN SI PI L KABUPATEN BANJAR NOMOR 8OO/01 g/DISDKCAPI LI2O24
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANJAR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANJAR

a. L;ahr.va setiap penl,elenggara pelayanan publik u'a-iiLr rnenyusutt.menetapkan.

dan menerapkan Standar Pelavanan sefia menetapkan Maklumat llelal.anan

dengan mernperhatilian kemanlpuan penyelenggara, kebutultan nrasl'arakat.

dan kondisi lingkungan;

b. bahwa penerapan Standar Pelaranan dimakstidkan sebagai salah satu upa)a

untuk rneminirralisir teriadinya pen,virnpangan atau penurllnan kineria tiaiant

peny el en ggaraan pe lal'anarr :

c. balrll'a berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalilm hurul a dan

hLrruf b diatas. perlu menetapkan Keputusan Ke'pala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil tentang Pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan jika

tidak sesuai clengan Standar Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencalatan

Sipil Kabupaten Baniar,

Undang-tjndang (IJLI) tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3

Tahurr 1953 tentang Perpaniangan Pembentukan Daerah Tingkat ll di

Kalirnantan (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahurt 1953 Nomor 9):

Undang-Undang Norlor 17 J-ahLnr 2007 tentang Retrcana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 20A5-2025 (. Lembraran Negara Republik trnclone:sia

Tahr-rn 2007 Nomor 33. Tambalran Lembaran Negara Republik lt-tclonesia

Nomor a700);

Undang-LJndang Nonior l4 Tahun 2008 tentang keterbukaan infbrtnasi pLrblik

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'l-ahun 2009 Nornor 5-1. l-ilrnbahan

I-ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

4. Undang-Undang Nomor 25 TahLrn 2009 tentang Pelal'anan Publik (Lernbaran



Negara Republik Indonesia T.ahun 2009 Nomor ll2. Tarnbahan Letltraran

Negara Republik Indonesia Nomor -5038):

5" Unclang-Undang Nomor l2 Tahun 2014 tentang Pentbentukan Peraturan

Perunciang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia '[-altttn 201 1

Nomor 82. "l'ambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5234):

6. Unilang-Undang Nomor 23 T'ahun 2014 tentallg Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 t4 Nomor 244. J-ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diLrbah

tiengan Ljnclan_q-Llndang Nomor 9 ['ahr-rn 2015 tentang Peltrbahan Kedua Atas

Ulclang-LJnclang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Perlerirttahan lJaerah

(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201i Nomor 58" Tarnbahan

Lelnbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679):

7. Peraturan Penterintah Nomor 65 
-I'ahurr 2005tentang Pedonran dan Penyusunan

penerapan Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 200-5 Nomor 150. Tambahan Lernbaran Negara RepLrblik Inclonesia

Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Uldapg Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia 'fahun 2012 Norror 215. Tambahan Letnbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5357):

9. Peraturan Presiden Nornor -5 Tahun 2010 tentang rencana pembangLtnan.ianglia

menengah nasional Tahun 20 1 0-20 1 4:

10. Peratgran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

pER/20ilu.PSN/04i2006 tentang Pedoman MenYusun Standar Peiayanati

I'}ublik:

I I . Peraturan Menteri Penclayagunaan AparatLtr Negara dan Refbrmasi Birolirasi

Nomor 13 l'ahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan kualitas Pela.v-anan

Publik dan Partisipasi Masvarakat:

i2. Peraturan claerah (PERDA) Nomor 8 tahun 2021 tantang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor I 3 'T ahun 20 t6 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan daerah (PERDA) Nomor 10 tahun 2A2l tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah'fahun Anggaran 2022 APBD 2023:

14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 TahLrn 2022Tentang L,rraian Tugas Dinas

Kependudulian dan Pencatatan Sipil.

MEMLJTUSKAN

N,lenetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kepenrludr-rkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar
'l-entang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kepencludukau dan Pettcatatan

Sipil Kabupaten Banjar Nomor 800/019/DISDt-lKCAPlLl202:1 l'entang Pecloman

Pepberian Kompensasi Bagi Penerima l-a1"anan Adnrinistrasi Kependirdukan

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.



KE,SATU

KEDTJA

KETIGA

Memberikan Kompensasi Pela,r,anan kepada mas1,'arakat )'ang mendapat

pelayanan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Kornpensasi

,vang diberikan dalan, bentuk Souvenir atau Bingkisan pada saat dokumen

kependudukan )'ang d ia.i ukan d iterima.

Kompensasi ini berlaku untuk semua .ienis Pelal'anan Adrninistrasi

Kependudukan pada Dinas Kependuukan clan Pencatatan Sipil Kabupaten

Baniar.

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. clen-uan ketentuan apabila

di liemLrdiarr hari temy'ata terdapat kekelirLran dalam penetapann)'a akan clitirr.iau

kernbali dan diperbaiki sebagaimatta tnestinya

Ditetapkan di N'lartapura Paclzt

Pada tanggal l7 Maret 202-s

Pembina
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DAN
PENCATATAN SIPI LJPAl-EN I]AN.IAR..


